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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN,

ATAU PADA HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.43/Menhut-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.95/Menhut-II/2014 telah ditetapkan Pedoman

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak;

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat

hambatan atau kesulitan bagi pelaku usaha terkait

jangka waktu sertifikasi, pemenuhan kewajiban bahan

baku bersertifikat, dan perlunya peningkatan

keberterimaan pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

www.peraturan.go.id



2016, No. 368 -2-

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4151);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4635),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5432);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5512);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 124);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet

Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;

20. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara

Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan

Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan

Produk Kayu ke Uni Eropa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

www.peraturan.go.id



2016, No. 368
-5-

21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 17);

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-

II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat

melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 473);

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.21/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 830);

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1025);

28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman

pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1247);

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1248);
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